PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR !{ TAHUN 20138
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI

Mengingst

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

bahws untuk mencapol tujuan orgunisas  melalul
kegiatan yang cfektif dan efineen, peluparan kouangan
yang handal, pengumanun ased negira, din ketastan
terhadap pematuren perandang-undangan, Pemermtal
Kota Madiun  melnkpkan  pengendaban  wias
penyelenggaran Kegiatan pomerintahan

bahwa dalam rangka | pelaksanaan  sistem
peogendafian  mtern  yang  efektlf dun elimen )
Ungkungan Pemeriniuh Kot Madin  perlu
menerapkun kebijakan penflamn risiko |

bahwa berdamarkan perumbangan  sebagaimans
dimakaud dulam hund o, houf b dan haraf ¢, perly
meoelapkan Peraturan Wallkota  tentang Pedoman
Peniduinn Ruiko Poda:  Pemangknr  Decrah &
Lingkungan Pemerintal Kote Miadiun |

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ientung
Penyehogguraan Negars yang Beenily dan Bebas dan
Korupst, Kolusi dan Nepotiame |

Undang-Undapg Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negam ,

Undang Undang Nomor | Tahun 2004  tentang
Perbeodahurwun Negara |

Undang Undang Nomor 15 Tahue 2004  tentang
Pomeriksaun  Pengeloloun dan Tanggungiewab
Kevangan Negarn |

Undang Undang  Nomisr 12 Tahun 2011 tentong
Pembentukan Peraturan Pernundang-undangan |
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6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerall  sebagalman telah  diubah
beberapu  kull  terakhic dengan  Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 ;

7 Muntmmﬂmahm«lmhunﬁmStmm
Sistem Pengeadalian ntern Pemerintah |

&  Permiuran Dacrah Kots Madiun Nomor & Tehun 2017
wentang Pedoman  Fembentuban  Produk Hukum
actah |

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN
PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota i yunyg dimaksod deogan |
Dacruh adalah Kota Madoun,

Pemenntah Dasmh adialaly Pemerintals Kote Madiun
Wakikota adulaly Walikots Msdiurn.

Perungkat  Docrah  sdalah  Persngkat  Dasrab  di
Lingkungan Pemenntah Kot Madiun

Insspekennet adalah nnpektorat Kotu Madiun,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah selanjutnys
disingkal APHD ndalah rencans keuspgan  Lahunan
pemermiah daerah yang ditetapkan dengan Permturan
Daeral.
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2 W

7. Sismtem Pengendalinn Intern yung solanjutnya dimngkar

S odaluh proses ntegral pada tindakan dun keyiotan
yang dilaxukan secars levos menerus oleh  plopina
dan scluroh pogawad Untuk memberikan  kevakinan
momadai  Mlas tercapainy Tajuan onganises: melalul
keguatun yang efekul dun efisien, keandalap pelspocan
Keuangan, pengamanan uset negars, don  ketautan
terhadap peraturan porundang-undangio:
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8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian
Intern yang disclenggarakan secara menyeluruh  di

9. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan
audit, verifikasi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tUgas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan
mmmuddhhnhdamnwhhmmn
tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan
tata kepemerintahan yang baik.

10. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian  atas
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan kegiatan dan sasaran Peranghkat Daerah,

11. Tujuan Perangkat Dacrah adalah tujuan yang
tercantum dalam Dokumen Restra Perangkat Dacrah.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menctapkan apa,
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat
terjadi, schingga dapat berdampak negatif terhadap

pencapaian tujuan.

13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko
yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi
kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya,
untuk menetapkan level atau status risikonya.

14.Rencana Tindak Pengendalian yang seclanjutnya
disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan
dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah
sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah
Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di sctiap
Perangkat Daerah.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk:

a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko
secara efektif dan efisien ; dan
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b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan
risiko serta memantau aktivitas pengendalian
risiko,

BAB 111
PENILAIAN RISIKO
Pasal 3

(1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan
penilaian risiko.

(2) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pimpinan Perangkat Dacrah menctapkan:

a. Tujuan Perangkat Dacrah ; dan
b. Tujuan pada tingkatan kegiatan,

(3) Penilaian risiko scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. ldentifikasi risiko ; dan
b. Analisis risiko,

Pasal 4

(1) Tujuan Perangkat Dacrah scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan
arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis,
dan terikat waktu.

(2) Tujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

(3) Untuk mmapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pimpinan Perangkat Dacrah menetapkan:

a. Strategi operasional yang konsisten ; dan
b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana
penilaian risiko.

Pasal S

Penctapan Tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis
Perangkat Daerah ;

b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak
bertentangan satu dengan lainnya |



y

¢. relevan dengan secluruh kegiatan utama Pemerintah
Daerah ;

d. mengandung unsur kriteria pengukuran ;

e. didukung sumber daya Perangkat Dacrah yang cukup ;
dan

{ melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses

penctapannya.

Pasal 6

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan :

a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan
Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan
secarn komprehensif ;

b. menggunakan mekanisme yang memadai  untuk
mengenali risiko dari  faktor eksternal dan faktor
internal ; dan

¢. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 7

(1) Analisis Risiko scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan
tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap
pencapaian Tujuan Perangkat Dacrah.

(2) Pimpinan Perangkat Dacrah menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat
diterima.

BAB IV
DOKUMEN PENILAIAN RISIKO
Pasal 8

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun draft
dokumen Penilaian Risiko ;

(2) Dokumen Penilaian Risiko scbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) terdin atas :
a. daftar tujuan kegiatan ;
b. daftar risiko ;
¢c. formulir analisis risiko ;
d. skala kemungkinan terjadinya risiko ;



-6-

e. skala dampak terjadinya risiko ;

{  formulir identifikasi celah pengendalian ;
g rencana tindak pengendalian ;

h. laporan pelaksanaan RTP ;

i. realisasi pelaksaan RTP.

(3) Format dokumen Penilaian Risiko  scbagaimana
dimduudpum:yumtcmnmmdahmhmpiunl
Peraturan Walikota ini.

(4) Draft Dokumen Penilaian Risiko scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai
salah satu kelengkapan dokumen RKA Perangkat
Dacrah.

(5) Inspektorat melakukan verifikasi atas Draft Dokumen
Penilaian Risiko yang disampaikan oleh Pimpnan
Perangkat Dacrah,

(6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
ayat (4) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian Risiko
dikembalikan pada Perangkat Dacrah untuk dilakukan
perbaikan.

Pasal 9

(1) Dokumen Penilaian Risiko scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara
pengisian Dokumen Penilaian Risiko.

(2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko
schagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Walikota ini,

Pasal 10

(1) Dokumen Penilaian Risiko hasil verifikasi Inspektorat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditandatangani
oleh Pimpinan Perangkat Dacrah.

(2) Dokumen Penilalan Risiko yang telah diverifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada
Walikota melalui Inspektorat,

(3) Pimpinan Perangkat Dacrah menyampaikan Dokumen
Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Februan
tahun berikutnya.



BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 11

(1) Dokumen Penilaian Risiko harus scgera
dikomunikasikan kepada pegawai Perangkat Dacrah.

(2) Pimpinan Perangkat Dacrah melaksanakan RTP yang
terdapat dalam dokumen Penilaian Risiko,

(3) Pada akhir tahun anggaran, Pimpinan Perangkat Dacrah
wajib membuat laporan Pelaksanaan RTP dan
disampaikan kepada Kepala Walikota melalui
Inspektorat,

(4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Isnpektorat.

(5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Walikota dan
Pimpinan Perangkat Dacrah.

BAB V1
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 12

(1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian
risiko dilakukan olch Walikota melalui Inspektorat.
(2) Pengawasan  pelaksanaan  pengendalian  Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. audit ;
b. verifikasi ;
c. evaluasi;
d. pemantauan ;
e. kegiatan pengawasan lainnya.
Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko

. pembimbingan dan konsultansi ;
. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah.

a.
b. pendidikan dan latihan ;
c
d

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan sebagal akibat pelaksanaan
Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAR VIl
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 14

Perniutan  Walikots fni mulsi  berfalos  pade  iEmggal
dhiandangkan.

Agnr sctap omng  Tnengeldnnmye, memeriniahikan
pengundangan  Peroturnn Wallkota imi oo
penempatannyn dakum Berita Doeraly Kota Muctium.

Ditetaphan & MADIUN
poikis thmggal 13 Jusi e} 1]
WALIKOTA MADIUN,
et

H. SUGENG RIBMITANTO, 8H, M. Hum.

Proandnugken : MADIUN
poda thrggend Ih Jun) 0TS

Pi SEKRETARIS DAERAH,
tid

Pembina Utwms Muoda
KIF. 19671213 1959503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 MOMOR 1270

Babiruen sesus dengan aalknys
st WALTKOTA MADIELIN
SEKRETARIS DAERAL

NIFE. 19750117 199602 1 001



LAMPIRAN | : PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 12 TAHUN 2018

TANGGAL : 25 Juni 2018 .

DOKUMEN PENILAIAN RISIKO
PERANGKKAT DAERAH

I. Dokumen Penilaian Risiko terdin atas:
a. daftar tujuan kegiatan;
b. daftar risiko;
c. formulir analisis risiko,;
d. skala kemungkinan terjadinya risiko;
¢. skala dampak terjadinya risiko;
f. formulir identifikasi celah pengendalian;
g. rencana tindak pengendalian;
h. laporan pelaksanaan RTP;
i. realisasi pelaksaan RTP.
Il. Format Dokumen Penilaian Risiko scbagaimana form 1 sampai dengan form
10 dibawah ini.



Form 1
DAFTAR TUJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran......
Perangkat Dacrah @ ...
Sasaran Kegiatan yang
No. | Tuiuan Perangkat | oo oy, | mendukung capaian Tujuan
Daerah Decreh Sasaran Perangkat Kegiatan
Dacrah
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
dst
Catatan :
1. Kolom 1 berisi nomor urut T T T Y
2.Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan
sesuai dengan Dokumen Renstra Pimpinan Perangkat Dacrah
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran
yang ada dalam dokumen Perjanjian
Kinerja
4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang
Dendulang capaian Cfuan strategia T

5.Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan
Kegiatan Utama



Form 2
DAFTAR RISIKO
Tahun Anggaran ...........
Pemerintah Kota Madiun
Perangkat Daerah @ ...
Nama Keglatan ' ...ccoeeveemnicniiniinn
Tujuan Kegiatan ...
No. Pernyataan Risiko Dampak
1 2 3
1.
2.
3.
dst
Catatan : .
1. Kolom 1 berisi nomor urut 77 1T T ——
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang dapat Pimpinan Perangkat Daerah
terjadi
3. Kolom 3 berisi uraian dampak yang




Form 3
FORMULIR ANALISIS RISIKO
Tahun ANggaran ...........

Pemerintah Kota Madiun
Perangkat Dacrah @ ..
Nama Kegiatan @ ....oeeermesienin
Tujuan Kegiatan  © ...

No. Uraian Risiko K Skm'“ Ds'ml 88::'

5

1 2 3 “ (3 X4
1.

2.

3.

dst
Catatan : .
1. Kolom 1 berisi nomor urut M.dnm. ..............................
2. Kolom 2 bensi uraian risiko berasal -

dari Dokumen Daftar Risi} Pimpinan Perangkat Dacrah
3. Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan

terjadinya risiko tersebut.
4. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang
terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5. Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 NIP
dan kolom 4



SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

Kriteria I Skala
| kem : Definisi Kriteria Kemungkinan Nilai
2 3 4
. | Jarang Sckali gumm.wkwwww 1
Mungkin terjadi sckali dalam 3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih
. | Jarang cukup tinggi 2
Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
Sering 3
Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
Kem P>
 Bext ungkinan terjadi > 50% a

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun




SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Form 5

No.

Dampak

Skala
Nilai

3

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi
meskipun tidak signifikan

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi
scecara cukup signifikan

Sebagian  tujuan  kegiatan/organisasi  gagal
dilaksanakan

HAREN

Scbagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal
dilaksanakan




Fovms O
PETA RISIKO

weo8eQ
-~
8

000 Q% 100 150 200 230 30 350 A%
Kemunyidnan

Retgrangan

A ' Level Risiko Sangat Rendud

B Level Hiniko Rendah

C ¢ Level Risiko Tingsi

17 . Level Rinlkeo Sangut Sangat Tinggl



Form 7

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemcdnuhl(ouugdmn

PENGENDALIAN
No. Risiko YANG SUDAH ADA YANG MASIH KET.
URAIAN | E/KE/TE | DIBUTUHKAN
1 2 3 4 5 6

L

Catatan :
1. Kol 1 berisi — T —

2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal
dari Dol menl'!ﬂ ll ) Pimpinan Perangkat Dacrah

4. Kolom 4  |Dberisi tingkat cfektifitas
(Efcktif/ Kurang Efcktif/Tidak Efektif)
S. Kolom S berisi Kegiatan Pengendalian | T

yang masih akan di
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang
diperiukan terkait kolom 5




Form 8

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kota Madiun

Waktu Jawab

dst.

oooooooooooooooooooooooooooooo

Catatan : ]
1. Kolom 1 berisi nomor urut Madiam,

2.Kolom 2 berisi uraian risiko berasal Daerah
dari Dokumen Daftar Risiko FHNR S

3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian
yang akan dilakukan yang berasal dan
Lampiran 6 kolom 6.

4. Kolom 4  Dberisi waktu Kegiatan
Pengendalian dilaksanakan NIP

5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung
Jawab untuk melaksanakan Kegiatan
Pengendalian

6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang
diperlukan terkait kolom 5
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Form 9
KOP PERANGKAT DAERAH
T T T —
Nomor P — Kepada
Sifat £ il Yth. Walikota Madiun
T S —
Perihal : Laporan Pelaksaan RTP di

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat

Daerah ........ atas kegiatan utama scbagai berikut:
o Nama Kegiatan - RR\‘P“ ' % Keterangan
1.
2.
3.
dst

Rincian lebih lanjut ada pada Lampiran laporan ini.

Demikian .....
Pimpinan Perangkat Daerah
[eerimmnmmrnmrnnnsnnnssansnnnnsnns )
Pangkat
| | ——
Tembusan:

1. Walikota Madiun ;
2. Sekretanis Dacrah Kota Madiun ;
3. Inspektur Kota Madiun.
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LAMMRAN I+ PERATURAN WALIKOTA MADIUN
o NOMOR (12 TAHUN 2018

TANGGAL 25 funt JOLH
TATA CARA PENGISIAN
DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

L. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO
Tuhapon proses Penyusunen Dokumen Penilusn Rimko werdin dann 5
tahapan, dumubay dan Penypwoman Duftar Tojusn ssmpal . penyerihan
Dokumen  Penilalan Risiko kepuda Wabikows padi nant penandatangan
Perjunjian Kigega Pimpinan Porangkat Dacrah, yaitw
A. Tabapan Penyusunsn Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat
Dacrah.
Keghitan pada tahapan (0i skan menghasilkan Daftar Tujuan Keglatan
Ut Poragghkst Dastal sebageimane Form 1
Tahap Penyusunan Daftar Tujuan stas Kegiatan Utama Perunghon
Daerah terdin dan kegutan
I Mengidentifiicasi Sasaran Strategls Peratigkat Daerak,
Sasarnn Stanegis Prrangkot Dacrad pada dasurnya terdapat dalam
dokumen-dokumen berikut ini
8 Sasaran-sssamn  yung difetapion  dalam  dokumen  Rencann
Pembangunan  Jangke Meocngah UDoemb  Pemenniah  Kota
Madiun;
U, Tugus dan fungs Perangion Duaerab yang  ditetapkan  obeh
Peraturan Wadikota Madiun.
¢. Rencanna Kena Pembangunan Daeraly,
d. Rencana Strategss Perungkat Dasmah,
e. Rencann Kinerja Perangkat Dovrah,
I. Dokumen Perjanjimn Kinetja:
g Loporan Kineria Perangkat Daeral,
2. Mrngldcnuﬂm Kegiatan Utama Porunglat Daeraly,
Regintan Utams Permngiont Docrah poda desarmya dapat disdentiftkan
dalam dolosmen -dokumen bestbout ind
1) Rencuna Kerfa Pembangunan Doetuh;
2) Rencana Strategis Perangkat Duorah;
3) Rencana Kerga Perunghkat Daerahy,
4) Dokumen Petjunian Kinera,
) Laparan Kinerja Peranghkat Deerah.
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32 Menyrusun Daftar Tujuan atus Reglatan Utams Perangkat Daeraly
Langlwh kerja Penyusunan Tajuan Kegatn Utima pade Peranghkt
Dacrah adaluh sebagal berisou:

& Pimginan  Peranghat  Daeral  sedagal  pensngmang juwab
penernpons  Penilaian Roaiko monginstruksikan  wecars tertudin
kepsidde selusuh peinbat strukoarsl di bewnhnyn untuk menyusun
Duftar Tujuan «taz Kegatan pada  mesing-mamng il
bidang/ baglan i Peranghat Daeraby

b. Keguan penyusunan Daftur Tujusn atas KemmUmmnpcd-
mnsing-masing unlt dilakukan dengan  melthatkan  sebunyak
mungiin  personil di masingmasing unit  yang  memshanm
Aegpatan Utamm Permnghkut Doerah,

c. Mekaniume penyusunon Daftar Tuguan stas Kegiatun Utarms ai
mesing-masing umt divtammkan malalill Foous Group Discusion
(FGo;

d. Dafar Twuan aies kepatan Gtans yang dihasiiksn 31 mesing.
mnping unit ditaddatangant oleh musing maning Pejubat esclon 3
untuk dikumpuikon di Sckretans/Kepala Bidaog/Kepaia Bagam
PFerangkut Dactab;

e, Dokumen Daftar Tupuan aras kegiavan vusama yong ditusilioon o
musing masing unit kemmodisn dibahas di tingkat Pimpinan

~ Perangkat Dacrah untuk dilskukan perbmikan;

[, Dokumen Ualar Njuin ates keguston - Stame yang  sodab
diperbaiki ditandutangani oleh masingamusing pejabat escion
dan Pimpinan Persnghal Docraly,

g Dokumen Daftar Tujuun, bersama deogan Daftar Risiko dan
Dokumen RTPF merupakon Xelenglapan atns Dokumen Rencuza
Kerin dan Anggaran Perungkat Dactaly yang diserabkan kepids
Tim Anggaren Peaenintah Dasmbh,

B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat

Daerah.

Kegintan pods tahapan  ini skan menghasilkan Daflar Ristko atan

Kegiaran Uinma Perangkar Ducrah sebagaimuna Form 2.

Tahapan Fenyusunan Daftar Riiko atas kegiatan utams Peranghkot

Dacrah teedmi dan kegiatan:

1. Mengidentifikuel  risdko yung dibedapt dalam  kegiatan  ulama
Ferungkat Dacrah

Idesstifiknnl riniko adalah proses menctapkan api, dimaos, knpon,

mengapa, dan bagsimans sesustu dapoet terjedi, sehinggs dapat

berdampak tegitil terhadap pencapaian  tujunn [ stsean Peranglont

Daerah atau tujuan /sasuran Kegiatan,

Salah satu aspek penting dularm (dentifikag) risiio udalah menpermich

datn tindko sebanyak- banvaknyas bolk Rislko imternal maupun risiko

cksternal
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ath risiko dapat diperolel melalui:

o Dokumen hoasll pemenkasun olely BPK dalam beberapa  tahun
ternkhie 7

b. Dokumen hasil pengawasan olch BPRP dalam beberapa tahun

¢ Dokumen hosil penygawasan oleh Inapektorst Kotw Madiun dalam
beberopa whun ternkhir,

. Penangasan Kasus oleds inatanal petnegak hukum:

« Lapoean muasyarokat/LSM; dan

{ Informun: dan pegawal di SKPD yang teraangkutun

Lungiah herju identifikoml risiko

Pimpinan Perungkat Doacrah scbagal penanggung jewab peocmpan

Penilalan Risiko mengmstruksikan sccatn tertulis kepady sebunih

pejubit struktural dF bawaboys untuk menyusun Doftar Risiko atss

Kegintan di masing mastog writs

A kegmtan penyusunan Daflur Rislko atan Kegistary df maning-
masing unit dilakuken demgan melibaikan sebanvak  mungkin
personil di masing-masng umt yang memahdami Keglatan Usars
Prranghnl Dactah,

b. meksnisme penyusunan Diflar Risiko stas Keglatan & mmsing-
maming umt dittamakan melalul Focus Group isewason;

e Duftur Rixiko atas Keglatan utims yang dibasilian o musing-
masing unit diandatangani oleh masng-masing Pojabat esclony 3
umuk dikumpuikan di Scikretaniy/Kepala Didang/ Kepals Bagran
pada Perunghkat Daerah;

. Dokumen Daftar Risiko swas Negiatan Utaosa yang dihaslkan di
momng-omaing unl  kemudian  dibahos dil ungkar  pumpenan
Pemungkal Dasral nntuk dilakukan perbuikan,

e Dokumen Daftar Risiko ntas Kegiatan Utaoms yang  sudah
diperbadk ditandarangans oleh maning musmg pejabal esclon 3
dan Panpinan Perangkat Daerah,

(. Dokumen Daltar Risiko, bersamn dengan Daftar Tyjumn dan
Bokumen RTF, merupakun kelenghupun sins Dokumen Renoann
Kega dan Anggarsn yvang diserahkan eopadu Tun Angeoran
Pemeriniah Dacenh, '

C. Tahapan Peoyusunan Dokumen Rencans Tindak Peagendalian
Tahap penyusunan  Dokumen Reticans Tindak Pengendallon adalab
tahap menusngkan rencans  lindak dalon  sustu dokumen yeng
memperithatkan poortas  penanganan ko  yang dihsdlkoan  dart
tahagan sebehimnys. Tahapan inl teedits dart Keglatan:
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1. Menganalisis risiko yang teridentifikasi.
Risiko yang dihasilkan dari tahapan ldentifikasi Risiko selanjutnya
dilakukan analisis risiko. Analisis Risiko untuk mengetahui
level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan
terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dan terjadinya risiko
tersebut.
Analisis Risiko menggunakan formulir Analisis Risiko scbagnimana
Form 3.
Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada
Form 4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dan
terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 5.
Analisis Risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan
prioritas penanganan risiko oleh Perangkat Dacrah sebagaimana
dilihat pada peta risiko (Form 6)
2. Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang
Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat
(ada/terpasang) oleh Perangkat Dacrah dalam mengendalikan risiko
yang teridentifikasi.
3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang
Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang
telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah
cukup dan efektif.
Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang
dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana
tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian periu
dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut
disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau
permasalahan pada saat pelaksanannya.
Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan ceclah yang
teridentifikasi:
a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di
atasnya ;
b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke
dalam prosedur baku ;
c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perfu dibuat/disusun
Pengendalian terkait |
d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam
prosedur baku, namun belum dilaksanakan.
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4. ldcotifikss Perbuilan Kegutan Pengendaliun

Langkal selogutoya setelall celoh pengendalian yang ade dapat

diidentifikasl adalah mengidentifikant kegiatan pengenduliun yung

cocok dalam rangke perbalion pengradalian. Tabapan inl barus
mempertimbangikan cox and henefit dan tidak menimbulkan proses
kegiatan tambalian yang memberatkan (pengendalion harun meleka

di daiam proses Disnis),

Formulls yang digunalom untok kegustan  pods angks 2 sumpod

dengan angla 4 ada pada Form 7.

5 FPenyusunan Doknen Reocana Tinduk Pengendalian,

Setelah rencuns perbuikan atas kegiatan pengendalian risiko dapet

teridentifikasd  tahap berfkutnys  adalab  penyusunan  Dokamen

Rencunn Tindak Pengendalian.

Langka kerja Penvunanan Dokumen Rencana Tindak Peogeodalinn

w Pimpinun  Perangkat  Dacruby  sebagm)  penanggung Jownlh
peoerapan  Penilalan  Risiko menginnuukaikan secard  testulis
rpads seluruh pejabat strukturel di Bowahnys uniuk menyusun
Reocans Tindek Pengendalian amss keglatan uinma @ masing:
ot tndt |

b Keglatan  penyusunan  Rencana  Tindak  Pengondalion  atas
kegatan utamn di masingomamng  unit dilakcakan - demgen
melitmtkan sebanyak wungidn peesonil df tnnsing - cmaing - Lol
yang mrmabsmi Kegitan Utama Peranghkat Dacrah, Riviko atas
Kegintan Ulams dan carn penanganan osiko

o Mekanieme penyusunan Rencans Tindak  Pengendallan  atas
Kegintan di masing-masing unit divtamakan melalul Focus Group
Nscusion |

d. Dokumen Rencans Tindak Pengeodalnn yang  dibaadkan
masing-mesing unit ditandatanganl oleh masing-masing Peiabal
enclon 3 umuk dixumpulkan di Sekretaris Peranghont Daerih ;

e, Dokumen Remtana Tindek Penpendulion yang dihasilkan di
masing-musing unit kemudion dibahas di Ungkat Mopinun
Perwngkar Daerah untuk dilukulan pertailan |

[ Dokxumen haxil wonlinis Risikn wmas Kégmian yang sudah
diperbuiki  selanjumya  ditandatangun  oloh  maming- masing
pejabot estton 3 dan Pimpioan Peranghkat Dacrab | dus

g Dokumen Rencans Tindak Pengendallan, hersama dengon Daftar
Tujtisen dan Daflar Risiko merupaken kelengiapan awas Dokumeo
Rencanw Kerje dan Anggaron Perangkat Dierih yang disernhican
kepada Tin Anggaran Pemesintah Dacrab.

Formulir Rencan Tindak Pengendaliun dapat dilihay pada Poem 8,



ol =

n.nmvmm.hmmmnmm

1. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar
Risiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian merupakan
kelengkapan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Dacrah yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Dacrah kepada Tim
Anggaran Pemerintah Dacrah;

2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Verifikasi atas Rencana
Kerja dan Anggaran Perangkat Dacrah juga melakukan verifikasi
atas Dokumen Penilaian Risiko;

3. Hasil verifikasi dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan
atas Dokumen Penilaian Risiko;

4. Draft Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan
pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Walikota
1. Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

scluruh Pimpinan Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen
Penilaian Risiko yang akan discrahkan kepada Walikota ;

2. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Pimpinan
Perangkat Dacrah diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat,

3. Penycrahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat
penandatangan Dokumen Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat
Daerah yang dilakukan paling lambat 1 bulan setelah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Pimpinan Perangkat Dacrah.

II. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada
schanyak mungkin pegawai pada Perangkat Dacrah.,

- Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak
Pengendalian menjadi  acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama
Perangkat Dacrah,

- Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak
Pengendalian yang ditujukan kepada Walikota melalui Inspektorat paling
lambat akhir bulan Februan tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan
Form 9 dan 10.

III. PEMANTAUAN/VERIFIKASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK

PENGENDALIAN

Setinp Pimpinan Perangkat Dacrah harus melakukan pemantauvan dan

verifikasi  untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak

Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan

dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.



IV. EVALUAS] ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALLIAN
Eviliiasl ates pelakssininn Rescasa Tindik Pengendalinn dilakukan aleh

Innpekiaral Kota Machian

WALIHOTA MADIUN,

ttd

H. SPGENG RIBMITANTO, SH, M_Hum.



